penyelesaian sengketa. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan pasal 22 ayat (4)
Convention on Cybercrime menyatakan bahwa konvensi ini tidak mengecualikan
hukum nasional suatu negara sebagai dasar untuk menetapkan yurisdiksinya.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya kejahatan peretasan semakin marak, pemerintah
Indonesia hendaknya menyusun suatu ketentuan tentang standarisasi langkah
pengamanan jaringan dan sistem komputer yang wajib diikuti oleh
lembaga-lembaga nasional maupun swasta.

2. Untuk saat ini, ratifikasi Convention on Cybercrime sangat diperlukan. Hal ini
dikarenakan pemerintah Indonesia sudah memiliki peraturan hukum yang
mengatur tentang hal-hal tersebut, yaitu Undang-undang nomor 11 tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika Indonesia ikut meratifikasi
Convention on Cybercrime, pengesahan Convention on Cybercrime sebagai
undang-undang akan didukung dengan adanya Undang-undang nomor 11
tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai implementasi

nyata nilai-nilai dalam Convention on Cybercrime.
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